
 

 

 

 

BUPATI LAMPUNG BARAT  

PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  

NOMOR 30 TAHUN 2015 

TENTANG 

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON  

TAHUN ANGGARAN 2015 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

BUPATI LAMPUNG BARAT, 

Menimbang :  a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa dan dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Pekon diperlukan Pedoman Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 

2015; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Pekon Tahun Anggaran 2015. 

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang 

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 

64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3452) ; 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pekon 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

SALINAN 



4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undnag Nomor 9 

Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Pekon yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Pekon; 

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul 

dan Kewenangan Lokal Berskala Pekon; 

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 

tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Pekon Tahun 

2015; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 

Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan daerah 

Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 

Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2015; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG 

PEDOMAN ENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON 

TAHUN ANGGARAN 2015. 



Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung 

Barat. 

3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat. 

4. Camat adalah Kepala Kecamatan. 

5. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas-batas wilayah yang berwenang untuk kepentingan 

masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat 

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Pekon dan Lembaga himpun 

pemekonan dalam mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat 

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Lembaga Himpun Pemekonan yang selanjutnya disingkat 

dengan LHP adalah LHP pekon yang bersangkutan. 

8. Pemerintah Pekon adalah Peratin dan Perangkat Pekon 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon yang 

berada di Kabupaten Lampung Barat. 

9. Keuangan Pekon adalah semua hak dan kewajiban pekon 

yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa 

uang atau barang yang berhubungan dengan pelaksanaan 

hak dan kewajiban pekon. 

10. Aset Pekon adalah barang milik pekon yang berasal dari 

kekayaan asli pekon, dibeli atau diperoleh atas beban 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon atau perolehan hak 

lainnya yang sah. 

11. Peratin adalah kepala pekon dalam Kabupaten Lampung 

Barat. 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang selanjutnya 

disingkat APBPekon, adalah rencana keuangan tahunan 

pemerintahan pekon yang dibahas dan disetujui bersama 

oleh pemerintah pekon dan LHP, serta ditetapkan dalam 

Peraturan Pekon. 

13. Pedoman Penyusunan APBPekon adalah pokok- pokok 

kebijakan yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh 

pemerintahan pekon dalam penyusunan dan penetapan 

APBPekon. 

Pasal 2 

Pedoman Penyusunan APBPekon Tahun Anggaran 2015, meliputi: 

a. Pengertian; 
b. Pokok-pokok kebijakan penyusunan APBPekon; 

c. Teknis penyusunan APBPekon; 
d. Keuangan dan Aset Pekon; dan  
e. Hal lain dalam penyusunan APBPekon. 



Pasal 3 

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon terdiri atas: 

a. Pendapatan Pekon; 

b. Belanja Pekon; dan 

c. Pembiayaan Pekon. 

(2) Pendapatan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. 

(3) Belanja Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

diklasifikasikan menurut kelompok kegiatan dan jenis. 

(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. 

Pasal 4 

(1) Uraian Pedoman Penyusunan APBPekon Tahun Anggaran 

2015 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 tercantum dalam 

Lampiran I sampai dengan Lampiran III Peraturan Bupati ini. 

(2) Struktur APBPekon Tahun 2015 sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran IV sampai dengan Lampiran VI Peraturan 

Bupati ini. 

(3) Penatausahaan Keuangan APBPekon dilaksanakan  

menggunakan format sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran VII Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2015. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat 

Ditetapkan di Liwa 

pada tanggal 5 Mei 2015 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 

 

MUKHLIS BASRI 

Diundangkan di Liwa 

pada tanggal 5 Mei 2015 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN LAMPUNG BARAT, 

 

N IRLAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR : 31 


